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o Ja}'aua, 14 Apnl 2019

' . Iiepada Yth.

- Keiua Mahkamah Konstitusi Repubiik Indonesia
Di Jalan Medan Merde}m Barat No 6 kaL*f'a'PuSat
Penhal ol Pel mohonan Pen«ru_} ian Materui Ixonsf;tusmnah*as Undang-undanc Nomor 12 S

Tahun 1969 tentang Pembentukan - Prepmsn ‘Otonom Iriax Barat. dan,
Kabupaten« Kabupaten Otonom d: Prop1u51 Ir:an Barat (Lembaran Negara- ’

' AD'I'e‘ngan hormat, w Ll -‘ S . _
Dengan segala kereqdahan han purkenankan lfaml yanc berta'ada tangan d1 bawah 1'11

.+ Yan Christian Warmussy, S H Laufa Anum Slregar, s. H ’V{ H Thresge Julxanity Gaspersz,
- 8.H; Simon Patirajawane, S.H; Karel Sineri, S.H; Tmanuel Alfons Rumayom, S.Hj; Sergius -
Wablser, S.H.; Simon Banundi, S.H.; Yuliana Langowuyo, S.H.; Audi Muttaqien, S.H; Sekar

" Banjaran A}l, 5.H; Judianto- Srnanjur'tak S. H; Wahyu Waglman, S.H, M.H; Muhammad
Busyrol Fuad, S; H; dan Ratu Durotun Nafisah, S. II : '

Kesemuanya adaiah - Advokat yang tergabung dalam’ KOALISI ADVOKAT UNTUK.
KEBENARAN DAN KEADILAN RAKYAT PA'PUA, memilih domisili hukum pada Kantor
Hukum Yan Christian Warinussy, SH dan Rekan di J1. Soejarwo Condronegoro No.001 Swafen —
Manokwari, Papua Barat, Telp [+62-986] 212392, Fax [+62-986] 213160, E-mail

metmorien@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Januari 2019, 14 Januari
2019, 16 Januari 2019, 17 Januari 2019, 21 Januari 2019, 24 Januari 2019, 30 Jammari 2019, 25
Januari 2019, 29 Januari 2019, bertindak sendiri- sendm dan atau bersama—sama untuk dan atas-

nama :

1. ZADRACK TAIME,; Umur : 68 Tahun, Tempat/ Tanggal lahir J ayapura/13 — 02 — 1950 -
Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat JL. Agats 1 No. 29 Jayapura RT/RW C02/002 Kelurahan
Mandala, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Propinsi Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan

: Pensiunan, Kewarganegaraan : Indonesia; [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah I

Mamta];

Selanjutnya disebut PEMOHON I j-emeeeeee- N ) _

2. YAN PIETER YARANGGA; Umur 63 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Biak/ 03 - 07 - 1965

! Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat RT.003/RW.001 Desa Ambroben-Distrik Biak -Kota-

Kabupaten Biak Numfor-Propinsi Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pekerjaan lainnya.
Kewarganeguraan indonesia; [Mewakili Dewan Adat Papua Wilayah II - Saireri];

Selanjutnya disebut PEMOHON Ii;-- me S ——— :

3. PAUL FINSEN MAYOR; Umur 26 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir PAM BEMUK/ 09 - 12
— 1992/ Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat Jalan F. Kaisiepo KM §, RT/RW 003/008,
Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat, Agama :
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o x(nsten Pr(‘testan Pekegaan Kc tia Dewan ' Ad:at. \ 11&3!411 III Doomberav o
;Kewarcranecrafaan quonr-sm [I\/’e.vak:h Dewan Adat Pap aniayah m Doberay] .

E Selan_;utnya d;sebut PE\/IOHON III SR :' - . \ .

_bIRZET GWASGWAS; Umm 62 tai*un Tt:mpat}”r anggal I_dhlr Sanﬂgram/ 15 ~ 09 -
- .1955; Jenis Kelamin: Laki-laki,'Alamat Kampung Tunas Gain RT/RW: 001/~ Distrik Fakfak.
- Timur-Kabupaten FakfaK-Propmm Papua Barat, " -Agama : Kristen, Pekéijaan : -
_ Petam/Pek\,bun, Kewarganugaraan Indonesm [Mewak1h Dewan Adat Papua Wllaya.h v '
Bomberay] : R . =

Selanj utn ja dlsebut PEMOHON IV

,_“OKTOVIANUS PEKEI Umur 38 Tahun Temnat/Tanogal Lahlr ,‘ Puwen/lS 10 1980
Jenis Kelamin, Lakl-lakl, Alamat Kampung Onieibo . Disfnk Tigi -Kabupater. Deiyai -
Propinsi Papua;” Agama Krister: Katholik, Peksrjaan " Swasta, I&cwargmegaraan
Ir*donesm,, [Mcwaluh anan adat Papua Wilayah V Mee Pago]

Selanjutnya disebut PEMOHONV SR '__' : }-

ALBERTUS ’HOYUFND U“nur 56 Tahan Tempat/T. anggal Lahir : Biblkem/ 22 — 08 -
1962, Jenis Kelamin : Laki-laki;, Alamat : JI. Martadinata RT/RW: 26/01 Desa Rimba- Raya'
Distrik Merauke - Kabupaten Merauke-Propinsi - "Papua, Pekerjaan : -Pensiunan,
Kewarganegaraan Indovesia, Kewarganegaraan Indonesia [Mewaklh Dewan Adat Panu'a
Wilayah V Ha~An1m 1 - :

Selanjutnya disebut PEMOHON VI; <mmes = mmremmmmmmee

YOHANES PIL TRUS KAMARKA Umur 82 tahun, Temr;at/Tang"l Lahir : Merauk e/ 10 -
09 - 1946, jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat JIn. G.G Golkar RT/RW : 031/001,
Keluarahan Rimba Jaya, Distrik Méranke Kabupaten Merauke Propinsi Papua, Agama :
Katholik, Pekerjaan Wiraswasta; Kewaxganegaraan Ind'\nesm ’

Selanjutnya dischut PEMOHON VII; w-rererermemoeoeinaemecmcee ——

DJANES MARAMBUR; Umur 59 Tahun Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari/20 — 01 —
1960, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat : Kampung Manggurai, Distrik Maniwak Kabupaten
Teluk Wondama Propinsi Papua Barat, Agama: Kristen, . Pekerjaan Wiraswasta,

Kewarganegaraan : Indonesia; '

Selanjutnya disebut PEMOHON VIII ;- ' e e

YOSEPA ALOMANG; Umur 59 Tahun, Tempat/TanggaI lahir : Timika/ 23 - 12 1959,
Jenis Kelamin: Perempuar, Alamat = Perwn Bank No. 224 Cigomboug Kotaraja, RI/RW -
006/005, Keluarahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura — Propinsi Papua, Agama :
Katholik, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia; -

Selanjutnya disebut PEMOHON IX § --resmeermroacroeeee S ———
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12.

13.

14.

.

' Sclanjutnya dissbut PEMOHON XI

o ICAAREL PHIL'EMO‘\F ERARI Uer 71 Tahun Tempat/TanggaI Lahlr Malqu/ZO

= 1947, Jéenis Kelamin : Lakl laki, Alamat : JI Sosial Padang Bulan, RT/RW 001/004
~ “Hedam, Distrik Herdm,’ Kota .Tayapura — Propinsi Papua Agama Kristen, Pekerjaan_ :
- Pendeta, Keu‘rmganpcaraal mdonesm ‘ : e

\-v

.SelanJhmya dlbe‘ouf PIIMOHONX —e oo . I o --l--.-t-‘ n

' pat. HERMAN AWOM S.Th; Umur 69 Tahm, Tempat/’l’“ anggal LahIr Ba:uL1 Numfor/

12 — 07 — 1949, Jenis Kelamin : Laki laki, Alamat:: Ji. Pasir IT — Ahgkasa, RT/RW 006/002,.

‘Kelurahan Angkasa Pu:a Distrik Jayapura Utara, Kota. Jayapura — Prop1ns1 Papua Agama

Kristen, Peker_]aan Pendeta, Kev»arganegarﬂan Irdonesm,

’IHAHA M ALHAMII) Umur 60 Tahun Tempat/Tancgal Lahxr Fakfad 11 - 12 - 1958,

Jenis Kelamin: Laki laki, Alamat: 71 Bucend Il Ardipura RT/RW 006/010, Kelurahan
Ardipura, D1str1k Jayapura Selatan, Kota Jayapura- Propinsi Papua Agama Islam,
Pekeqaan Wzraswasta prarganegaraan Indonesia;

Selanjutnya,disebutPEMOHONMI' - e S

SOLIDARITAS PEREMPUAN PAPUA (SPP), Sehuah Perkumpulan vang d;‘rentu}'
berdasarkan hukum Nepara Kesatuan Kepublik Indonesia yang beikedudukan di BTN
Puskopad Jalyr 6 Hawai, Sentani — Kabupaten Jayapura Propinsi Papua, yang dalam hal ini
diwakili dleh ABINA R. BANO; Umur : 43 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sabron Yar/
10 ~ 04 -- 1975, Jenis Kelamin : Perempuan Alamat : RT/RW 001/002 Desa Sabron Yaru,
Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Agama : Kristen, Pekerjaan : Belum/Tidak
Bekerja, Kewarganegaraan : Indonesia yang bertindak: dalam kédudukannya sebagai Ketua
Solidaritas Perempuan Papua berdasarkan Anggaran Dasar Solidaritas Perempuan Papua
berhak dan sah bertindak untuk dan -atas nama Solidaritas Perempucn Papua- ssbagai
Pemohon Badan Hukum‘ ' . ‘

Selanjutnya disebut PEMOHON XIII; —------me - - - -

KEMAH INJIL GEREJA MASEHI (KINGMI) DI TANAH PAPUA, adalah keiompok
Gereja Kristen Protestan yang berintegrasi dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Tahun
1984, KINGMI Di Tanah Papua dibentuk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik .
Indonesia, berkedudukan di JI. DR. Sam Ratulangi No. 13 Jayapura — Papua, yang dalam hal
ini diwakil!i oleh Pendeta BENNY GIAY, Umur : 64 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Paniai/
12 — 01 ~ 1955, Jenis Kelamin : Laki laki, Alamat : Jalan Makendang Sentani, Jayapura,
Papua, Agama : Kristen, Pekerjaan : Pendeta, Kewarganegaraan : Indonesia yang bertindak
dalam kedudukannya sebagai Ketua Sinode KINGMI Di Tanah Papua berdasarkan
Konferensi Sinode Kingmi, Dogiyai, pada Sabtu, 24 Oktober 2015 dan sah bertindak untuk:
dan atas nama Sinode KINGMI'Di Tanah Papua sebagai PEMOHON Badan Hukum;

Selanjut_nya disebut PEMOHON XIV; -—-- muae

. Untuk selanjutnya, secara keseluruhan PEMOHON disebut sebagai'Para PEMOHON
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~, Bahwa Para PEMOHON: déngan ini . mengajukan: Permohorian Pengdjian - atas Materiil -+

T‘K(i_n_i_stjiﬁisionalitaé 'Un'dang_;U‘"d ng Nomor 12 Tahus 1569 tentang Perabéntukan Propiasi - . - -7
- Otonom Irian Barat dan Kabuipaten-Kabupaten Ofofiom di Propinsi Irian Barat.(Legibaran -

- Negara dzr Tambahan ‘Lembiran Negara Tahun 1968 Yang Telah chetakUlang) _ferhadap-

* Undang-Urdang Dasar Negira Republik Indonesia Tzhun 1943, terhadap Undang'Undarig .
 Dasar Negara Reépublik Indoriesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, = © -~ ©
"I " PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN

3 .. 5 toaIs AT

5 S Sediaane "‘ e
‘, .{L‘g} .,3;: S % 3 _
. 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Unidang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD *1945)

“menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh scbizh Mahkamah Aging dén badan
- peradilan -yang " dibawahnya dalam lingkungan' peradilan “umum, lingkungan peradilan o
‘agama, lingkungan peradilan militer; lingkungan peradilan tata usahd negara dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi”; —eecenn e : -

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor
- 24 tahun 2003'tentang‘Maﬁhkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI tabun 2003 nomor 98,
- Tambahan [embaran Negara RI'nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No.24/2003) dan
Pasal 29.ayat (1) huruf (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 fentang Kekuasaan :
Kehakiman-(Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 157, Tambahan Lembarar: Négara RI
 Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah. Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap -

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ---mmmmmmmmme el

3. Bahwa Pasal 50 Undang—Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Undang-Undang
- yang dapat. dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelsh -
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19457 o ceevenee- ‘

4. Bahwa Tanggal 23 Desember 2003 Mahkamah Konstitusi kemudian mengenyampingkan

* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-Undang
Nomor 14 Tahua 1995 tentang Mahkamah Agung; - : ' -

5. Bahwa pada tanggal 30 Jumi 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk
mengadili undang-undang yang diundangkan sebelum tanggal 19 Oktober 1999 dalam -
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-1I/2004 atas Pengujian Undang-Undang
Nomuor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;------em-n--

6. Bahwa Tanggal 10 November 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang
diundangkan sebelum tanggal 19 Oktoher 1999 dalam Putusan Mahkamah Kanstituss
Nomor 018/PUU-1/2003 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai dan

Kota Sorong ;-----r=--=smssmsmmemee- - e e e

7. Bahwa selanjunya pada tanggal 11 April 2004 Mahkamah Konstitusi menyatakaﬁ Pasal 50
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam. Putusan

4't Permohonan Uji Materi Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pembentukan Propinsi
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. l}Mah_kamah hov l1tus1 Nomor 066 f’PUU ’U20G4 atas Penoujlcm U*ldanc—Undc_ng Nomor 24
- “Tahun 2003 +entancr Mah}'amah Kounstitusi dan quarg bndarlo Nomor 1 Tahm 1987

D ,';'”_.-}'.;.tvntang Kamar Daoang dan’ Industn - Gmmmimenoeee

8

9.

Bab_ wa lebih la;,_;uf mengenau pengujian undang-undang texsebut diatur dalam: PaSa‘ 10 Ayat
~ (1) Undang-Undang Nomor 24 Tzhun 2003 tentang I\/‘a‘ﬂcamah Konstitusi, yang berbun 1yl

—- Mahkamah - K énstitusi- befwenang mencadm pada tmgkat pertama dan terakhtr yang?“ -

putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang undano terhadap Undang Undang Dasar Negara Repubhk Indonusxa_
Tahun 1945;
b. Memutus sengketa kewwangan lembaga Negara yancr Lewena.ngannya d1benkan ‘oleh .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones1a Tahm 1945;
-¢. Memttus pembu‘oaran partai politik;
d. Memutus persehsman tentang hasil- pem1hhan ITevtte o—— -

Bahwa dalam Pa«al 4 Ayat (2) Pemturan Mahkamah Konstltu31 Nomor 06/PMK12005
tentang Pedoman Beracara datam Perkara Pengujian Undang-Undang, disebutkan:
“Pengujian materiil adalah pengujlan Undang-Undang 'yang berkenaan dengan materi
muatan - dalam. Ayat Pasal, dan/atau bagian Undang—Undano ’ yang dxang p
bertentangan dengan UUD 1945” . e -—-

10. Bahwa materi penguyan« dalam undang -undang ini adalah Para PEMOHON bﬂrkehendak

mengujia frasa pada suatu bagian undang-undang yang dipandang bertentangan -dengan
Undanﬂ-bnaano Dasar Tabun 1945 (UUD 45); --=-v o

.Bahwa objek permohonan pengujian materiil ini adalah konstitusionalitas bagian
Menimbang UU No. 12 Tahun 1969 yang berbunyi “bahwa sebagai tindak lanjut dari
hasil Penentuan Pendapat Rakyat yang menetapkan Irian Barat tetap mernpakan
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”dan untuk keyennr‘qar pelaksanaan
pemerintahan di Irian Barat yang efektif, demi kemajuan rakyat di Irian Barat, dipandang
perlu Fropinsi Irian Barat beserta Kabupaten-kabupatennya yang dibentuk dan. diatur

- berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 jo Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963

jo Keputusan Presiden No. 57 tahun 1963 jo Undang-undang No. 5 tahun 1969, segera
diatur kembali sebagai Daerah-daerah Otonom, sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XXIMPRS/

1966; omncmmmemmmmmim e R

12. Bahwa pengujian sebagaimana dimaksud juga terkait dengan angka 1 dari Bagian

¢

Penjelasan I (Umum) yang berbunyi “Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus
1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki
oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut,
dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1956 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 1958
telali dibeniuk Propinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui
perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata
tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan-antara kedua belah pihak dan
oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan péngembalian
wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada bulan Desember 1961.
Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan
Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 Propinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi
Propinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah New York Agreement tahun 1962

Permohanan Uji Materi Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembeantu’tan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat



6

. bebaoal haaﬂ perjuangain RaLyat Indanesia, dxseﬂlpunakaniﬁ pem\,rmtahan Propinsi Irian
" Barat dpnoa_u Penctapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 jo Keputusan Presiden Nomor 57

tahun 1963, Pada tanggal 1. Mei 1963 pemerintahen di' Irian- Barat’ ‘diserahkan -kepada

. 'Peanntah Renubhk Tndonesia, berdasarkan ketentuan hekum internasional New- York

Agreement. Daian'- New York Agreement tersebut antara lain difentukan bahwa kepada
rakyat di Irian Barat diberikan hak mesientukan nasibnya sendir, yaitu menentukan status

. ‘wilayah. Irian - Barat sebagai bagian-dari Republik Indonesia atau tidak. “Penentuan

Pendapat Rakyat di Irian Barat (4ef of Free Choice) yang dllakukan melalui Dewan
Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah
terlaksana dan hasilnya merunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat
berdasarkin rasa kesadarannya yang pemiih, rasa kesatuan dan rasa per: atuannya :
dengan rakyat Daerah-daerah lainnya di wilayah Necara Kesatuan ‘Republik
Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indoxnesia, telah menentukan dengan

. mutlak bahwa wilayah Irian. Barat adalah bagian dari wilayah'-Negara Kesatuan

RepubliX Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapit Rakyat
tersebut adalak sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun®;

* ’ ’ .

13. Bahwa 'P'afa PEMOHON mempersoalkan konstitusionalitas Korisideran Undang-undang

Noimor 12 Tahun 1969, karena undang-undang didasarkan pada suatu keputusan’ yang
Inkonstitusional yaitu Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), atau juga yang disebut Act of
Free Choice di dalam undang-undang in-casu, yang atas dasar bukti-bukti yang d1m1hk1.
Para PEMOHON tidak berlangsung sesuai dengan ketentuan New York Agreemeni tahun
1962, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945, yakni Pasal 28E ayat (2), Pasal
28G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1);-----------—--- -ams o

14. Bahwa Konsideran atau biasa disebut Bagian Menimbang dalam suatu Peraturan

15.

Perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi
latar belakang dan alasan pembuatan peraturan Perundang-Undangan. Menurut Prof Dr.
Maria Faridz Indaiti, S.H. M.Hum, Mantan Hakim Konstitusi menerangkan bahwa Pokok-
. pokok pikiran pada konsiderans undang-undang memuat unsur-unsui filosofis, sosiologis
dan yuridis yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang, secara berurutan
sosiologis, filosofis dan yuridis sebagai berikut; (1) Unsur filosofis menggambarkan
peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum
yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, (2) Unsur sosiologis menggambarkan
bahwa peraturan yang dibentuk untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam
berbagai aspek, (3) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk
mengatasi  permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum  dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ade, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;--—---=swmrr-rmmmsooemocoo oo oo

Bahwa fungsi penjelasan suatu peraturan perundang-undangan sudah  diatur
dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undungan {Lembdran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,
Bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan
atas norma tertentu dalam batang tubuh oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian
terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan katafistilab asing dalam norma’yang dapat
disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang
tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;------
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| _‘16 Banwa oerdafa(kan Ul'a.laﬂ hal tersebut di atas, Pdra PEMOHON memohon aoar Mahl\amah

Kovtu‘usl melakukan pengurxan Undang-Undang R“pdbﬂk Indonesia Nomor 12 Tahua
- 1969. te*'ltano Perrbentukan ‘Propinsi Otonomi" Irian Barat- dan Kabupaten—Kabupaten

" ‘Otonom Di Propmsl ITrian "Raérat teri‘adap Undanc-erancr Dasax Negara Repu“hk

leoresm Taliun 19—*5 ot

1)

2)

Bahwa pencrakuan hak setlap warga Negara Indonesm untuk menga_]ukan perrnohopan .
pengujian’ Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar 3 Negara Republik Indonesza

Tahun ‘1945 merupakan’ satu indikator’ perkembangan ketatanegaraan yang posmf yang -
. mereﬂeks;kan adanya kemajuan bagi pﬂncuatan prms1p pr1n31p ’\Iegara Hukum ----——f—--?----

Bahwa Pasai 51 avaf (10) UU No. 24 Tahun 2003 bcse~ta penjelasannya menyataucan
“Pemohon adalalt pihak yang menganggap hak dan/atau kewena..1gan konstitusionalnya

' dlmglkan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia; b.

3)

Kesatuan masyarakat hitkum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. yang diatur dalam undang—
undang;’ c Badan hukum. pub ik atau prwa’c atau d. Lembaga negara™; --------

Bahwa SeIanJutnja dalam Pu*'":an Maht{arpah Konstitusi Nomor 006 /PUU-IH/2005 dan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan (lima) syarat

kerugian ‘hak dan/atau kewenangan konstitusionzal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003, sebagai berikut: a. Adanya hak dan/atau kewenangan
konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional

_ tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

4)

3)

7

penguiian; ¢. Hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual

.atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan

terjadi; d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verbaid) antara kerugian dimaksud
dengan berlakunyd undang-undang yang dimchionkan pengujian; e. Adanya kemungkinan
bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka Kerugian konstitusional tersebut tidak -
akan atau tidak lagi terjedi; —— - --

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan. permohonan
pengujianUndang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan saleh satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif,
merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum;---------------

Bahwa dengan melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
berfungsi antara lain sebagai “the guardianof constitutional rights” setiap warga Negara
Republik Indonesia,dan merupakan hadan vudisial vang meniaga hak asasi manusia sebagai
hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para
PEMOHON kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Baratterhadap Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.------—---- e - -
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6) Banwa P‘ar“ PEI‘IOHON oalam Pengujian Undmg undano ini ter dm dan PIZMOHO\I
_'-Pexorangan dan PEMOHON Badan Hukum Publik (Privat) berdasarkan pasal 51 ayat (1)
“huref (@) dan husuf (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

.+ Konstitusi; '7 -2z - e T -
AR EED @‘K‘“’E“é’i} .

gzsamﬁgj\fi ?3— NERIE INZWARITAS Fa
- 7) ‘Bahwa: PEMOHON I Sam al dengan PEMOHON “XI Merupakan Perorangan (Indmdu) )
Warga Negara Republik Irdonesm yang merupakan pihak yang telah secara langsung atau
setidak-tidaknya telah dlruglkan hak-hak konstitusmnalnya atau terkena® “dampak - atau
dirugikan akibat pelaksanaan Penentudn Pendapat Rakyat-tahun 1969 dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomn dan Kabupaten—Kabupaten :
Otonom D1 Inan Barat ke Mahkamah Konstitusi chubhk Indonesm =

_8). Bahwa PEMOHON I Sampax dengan PEMOHON XII adalah warga Negara Indon-.ma yap g
mempunyai hak konstitusional afas jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum dan
pemberlakukan hukuii menilai bahwa konsiderans (menimbang) Undang-Undang Nomior
12 Tahun 1569 tentang Pemberitukan Propinsi Otonom dan KabupateanabupaLe'l Otonom
di Irian Barat tidak sesuai dengan hak-hak konsmusxonal warga Negara yang dijamin dalam
Undang—Undang Dasar 1945;

9} Bahwa PEMOHON I Sampai ‘dengan PEMOHON XII berpandangan bzhwa keputusan
Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat yang secara aklamasi mengesahkan hasil
* Penentuan Pendapat Rakyat adalah sah dan final tidak sejalan asngan konstitusionaiitas
yang dianut UUD 1945 dan juga mengalami ketimpangan atau tumpang tindih (over Iapmb)
terhadap raiifikasi New York Agreement 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan
Belanda sebagaimana tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 1752 yang diterima (ratifikasi)
bersama antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda; - - e

10) Bahwa PEMCHON I Sampai dengan PEMOHON XII berpandangan bahwa Undang—
-Undang Nomor |2 Tahun 1969 {entang Pembentukan Propinsi Otonom dan Kabupaten--
Kabupaten Otonom di Irian Barat yang melegalkan hasil Keputusan Dewan Musyawarah
PEPERA seyogyanya harus mengikuti pr1‘151p bangsa Indonesia serta mengakomodir
ratifikasi Resolusi PBB Nomor 1752; ------ —ns -

11)Bahwa PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XII secara bersama-sama- baik
perorangan maupun organisasi memiliki pandangan bahwa sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat, sejarah integrasi Papua (Irian Barat) ke
dalam Negara Repablik Indonesia telah menjadi sumber konflik utama dan
memburuknya harmonisasi hubungan antara Pemerintah Indonesia dan rakyat
Papua; —-----mrmmmmm o e e o e

12)Bahws PEMOHON I Sampai dengan PEMOHON XU secarz bersana-sama baik
perorangan maupun organisasi sebagai warga Negara Indonesia kemudian mengalami
tekanan, ancaman bahkan kekerasan secara luar biasa untuk tidak melakukan kebebasan
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat terhadap hasil PEPERA yang.berlangsung’
di Propinsi Irian Barat pada tahun 1969, dan akibatnya hak-hak konstitusional Para
PEMOHON PERORANGAN yang diatur dalam Undeng-Undang Dasar tahun 1945 telah
dilanggar; —- --- mmmmmmemne e een -

8 | Permohonan Uji Materi Undang — Undang Nomeor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi irian Barat



13) Bahwa oleh PEMOUON I Sampa1 dengan PEIV’OHON XII Undang—Undanq Nomor 21

- _:_:Tath 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Ploptnm Papua kemudian telah, mengakui = -

__".dengan tegas bahwa Penyelnn garaan Pemerintahan dan’ Pelaksanaan Pembangman di
- Propinsi Papua sélama ini belum, sepenuhnya memenehi rasa keadilan, belum sepenuhinya
memulgkmxan tercapainya’ kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya ~ mendukung.

terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhriya menunjukkan pengbormatan '

terhadap hak asasi manusia di Propinsi Papua khusisnya masyarakat ash Papua e

K s L o W A

e AEAN ’I’U VD

mm.-.

l ;;.? @‘-‘“‘f

- 14) Bahwa Pemohon Xl sampal dengan Pemohon XV, ada}ah Pe‘nohon yang merupakan '
Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan ‘haknya untuk
mengajukan pennohonan ini dengan menggunakan prosedur orgamzatzon stana’mg (tega!

mstandmg) : : - -—-

15)Bahwa Pemohon KHI bampzu dcngan Pemohon XIV adalah Para PEMOHMON Badan
Hukum Private, yang memiliki kedudukan hukum {legal standing) “sébagai’ Pemohon

" Pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab. akibat. (causal verband)

_ berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 1969 tentang' Pembentukan Prepinsi Otonom
- Irian Barat, sehingg. amenyebabkan ter;admya kerugian hak-hak konstitusional; -------v-cene-

16) Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur
beracara yang tidak hanya dikeral dalam dokirin akan tetapi juga telah dianut dalain
- berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2006
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Kousumen, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kebutanan; -

17) Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi

mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :

a)  Putusan Mahkamah Konstitusi No. G01-021-622/PUU-1/2003 tentang Penguuan uu
No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan;

b)  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 060/PUU- 112004 tentang Pengujian UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;

¢) Putusan Mahkamah Konstitusi No.- 7/PUU-X/2012 tentang Pengujjan UU WNo.17.
Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terhadap UUD 1945;

d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian’ UU No. 2
Tabun 2002 tentang Pengadaan Tanah Bagl Pembangunan untuk Kepentingan Umum
terhadap UUD 1945;- -

18)Bahwa organisasi yang dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah
organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan
perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
a) herbentyl badan hukum atau yayasan;
b) dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas
mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut; _
¢) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.--------------- m e

19) Bahwa PEMOHON XIII adalah Organisasi Non Pemerintah, diéebut Solidaritas Perempuan
Papua (SPP) didirikan oleh para Pendiri atas dasar kepedulian yang tinggi terhadap
Perempuan Papua termasuk Perempuan sebagai korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

9 | permohonan Uji Materi Undang ~ Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
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Papuz, dimana faktz teiah membuktikan bahwa Para P\,rempuan Papua merupakan tumbal
a

<l
dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merupakan Jjuga'hak konstitusional turut
- merasakan efek dari PEPERA di Papua;--------v----- e — e

~
Z0; Balrwa u_;uan didirikannyd~PEMOHON XII sebagaimana berdasarkan akta notaris No..46,
tertanggal, 17 Februari 2017 pada pasal 4 adalah menggaleng kaum perempuae untuk

sanggup me‘louatkan diri dan l\emampumn)a senmog° dao af berperan penting dan menjadi
bagian terdepan dalam  penyelenggaraan " pemerintahan den  kehidupan sosial

kemasyarakatan; e A -

21)Bahwa PEMOHON XIV adalah organisasi keagamaan Kristen Protestan yang memiliki visi -

penginjilan, pemuridan dan menyuarakan suara kenabian bagi jemaat (umat) Kristen
Protestan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat, terutama Jemaat (masyarakat) yang
mengalami korban akibat tindakan sewenang- -wenang Pemerintah; --—------cacoomnonocoe o

22) Bahwa salah sata tujuan dan maksud didirikannya PEMOHON X1V sebagaimana ada dalam
akta notaries Nomor 104 tertanggal, 29 Januari 2016 pada, pasal 6 angka 9 menyatakan :
adalah Pemeiiharaan Persatuan di antara semua umatKristen dan sesama manusia § -----------

23) Balnwa PEMOHON XiV KEMAH INJIiL GEREIA MASEH] (KINGMI) Di Tanah Papua,
Gereja, adalah Gergja yang menaruh perhatian pada pembelaan umat. KINGMI Papua
tumbuli bersamaan dengan sejarah kekerasan dan penderitaan umat Kristen di Tanah
PapL L oo e e e e o e O B S bt e i e -

24)Baiwva denpan adanya rumusan kensiderans “bahwa sebagei tindak lanjut dari hasil
Penentuan Fendapat Rakyal yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia™ dari Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irien Barat dan Pembentukan Kabupaten-Kabupaten
Otenown irian Barat, maka hak—hak konstitusional PEMOHON [ sampai dengan Xii saat ini
meyjadl sasaran diskriminasi. manipulasi dan’ rekayasa dalam hal sejarah status hukum
keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat ; —-e--es-srmmmszmmmcommmmmmmenne
25)Balvva dengan masih berlakuava rumusan konsicerans “nahwa sebagai tindak lanjut daxl
nasil Penentuan Pendapat rakvat yang menetapkan Irian Barat tetap merupakan bagian dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia” telah mengakibatkan pembenaran politik yang justru
merugikan hak—hak dasar Para PEMOHONBADAN HUKUM vang sebagaimana diakui
dan dijamin oleh Undang-Uncang Nomor 21 Tahun 200] tentang Otonomi Khusus Bagi
Propinst PAPUa | ==-mnsmm oo oo

26) Bahwa berdasarkan uraian diatas. jelas keseluruhan Para PEMOHON telah memenuhi
kualitas maupun kapasitas sebagai PEMOHON pengujian Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945 Rebaﬂauncum ditentukan dalam pasal 51 huruf {c) UU No. 24

Tabun 2002 feniany Sinhhanaes Regsthns schagaimana e'an diubah deugan UL No. 8
Tahun 2011 tentang Pelubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Kouastitusi,
maupun peraturan Mahkamah Konstitusi dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang
memberikan penjelasan mengenai syaral-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945. Oleh karena i, keseluruhan Para PEMOHON memiliki hak
dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan

pengujian UU a quo terhadap UUD 1945, ---ommmmmmmmme e
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1II.  ALASAN — ALASAN PERMOHONAN PENGUHAN UNDANG-UNDANG NONMOR
12 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PROPIRSI OTONOM IRIAN BARAT
DAN KABUPATEN-KABUPATEN OTONOM DI PROPINSI IRIAN BARAT,

2)

3)

cehuats
4 2
o

G

5

Bahwa Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas
kebebasan meyakini kepercavaan, menyatekan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninva”. '

Nemun “menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani” pada proses
persiapan hingga pelaksanaan penentuan pendapat tidak pernah melibatkan rakyat
Pupua. Sebagai contoh, New York Agreement 1962, dibuat tidak pernah berlangsung
konsuliasi bahkan sosialisasi dengan rakyat Papua, Pembentukan Dewan Musyawarah
PEPERA (DMP) tidak pernah terjadi konsulasi termasuk sosialisasi dengan rakyat
Papua hingga terjadi pelaksnnaan PEPER A vang tidak dikeiahui rakyat Papua; ---m-emrnme

Baliwa substansi permohonan Para PEMOHON berdasarkan frasa tersebut diatas adalah
hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), yang disebut “Act of Free Choice”
berdasarkan New York Agreement atau kesepakatan New York antara Pemerintah
Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia atas Irian Barat sekarang Propinsi
Papuz dan Propinsi Papua Barat, kesepakatan ini ditandatangaui pada 5 Agustus 1962
di Markas Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat ;--«-vr-----o-mmo-

Bahwa pada kenyataannya,dci of Free Choice adalah amanat {ketentuan) dar Pasal
XVII ayat (d)New York Agreement.yang ditandatangani markas PBB di New York
Amerika Serikat oleh Pemcrintah Kerajaan Belanda, diwakili oleh Schuurman Van
Royen dan Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Subandrio
atas status [rian Barat dan Act of Free Choice di dalam pasal yang disebutkan tersebut
selengkapnya berbunyi demikian “The eligibility of all adults, male and female, not
foreign nationals to participate in the act of self-determinaiion to be carried out in
accordance with international practice ...". Dalam buhasa Indonesia,“Semua orang
dewasa tanpa syarat, laki-laki dan perempuan, bukan orang asing untuk terlibat
dalam penentuan nasib sendiri dilaksanakan menurut kebiasaan internasional”;---

Bahwa menurut Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1514
(XV) perihal “Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan
Masyarakat Kolonial” mengatur bahwa seluruh masyarakat di dunia ini berhak atas
penentuan nasib sendiri sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Resolusi tersebut
juga mengatur bahwa kesiapan politik, ekonomi, sosial, ataupun pendidikan tidak boleh
menjadi alasan untuk menunda terpenuhinya hak tersebut; ----=--n--sozmnsoonr oo mmen oo
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1)

1)

12)

Bahwa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1541 (XV) perihal
“Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota-anggota dalam menentukan
apakah atav tidak ada kewajiban untuk mengirimkanr informasi sesuai dengan piagam
PBB pasal 73e” mengatur bahwa proses integrasi antara~suatu masyarakat tertentu
dengan suatt Negara harus dileksanakan atus 1'1‘3?9'.3[3bu31’i penuh masyarakat yang
bersangkutan, Keinginan untuk integrasi tersebut juga harus tersampaikan melalui proses
yang demokratis, serta diselenggarakan secara mdependen dan seluruh max}'arakat vang
sudah dewasa berhak untuk dilibatkan dalam proses refendum; ------

Bahwa berdasarkan fakta Penentuan Nasib Sendiri kemudian dilaksanakan oleh’ suatu
Dewan yang disebut Dewan Musyawarah PEPERA, Pemerintah Indonesia meialui
militer kemudian mcmbentuk sebanyak 8§ (delapan) Dewan Musyawarah PEPERA
(DMP) di 8 (Delapan) Kabupaten Di Irian Barat; ------------- - . -

Bahwa pada tanggal 11 Januari 1969 rombongan Panitia Persiapan Pembentuk Dewan
Musyawarah PEPERA (PPPDMP) yang terdiri dari Mayor Jenderal Brotosewoyc
(BAKIN), Soedjarwo Tjondronegore (Perwakilan RI di PBB), Sarodjo Tangjo (Bupati
Panial)}, Drs. A. Soenarto (Kadinsos Paniai/Wakil Ketua DPRD I Paniai), R. Soeharto
(Dinas Kesda Tk. II Paniai), Mayor L. Sitompui (Dandim Paniai), Drs. Abdulkadir
(Deplu RI), J. Rotti (Deplu R.I), Kapter Polisi Sakunto {Wadanres Jayawijaya) bertemu
di Enarotali (Panial) mengadakan suatu rapat rahasia untuk menyusun siasat mengganti
dan menggagalkan pelnksunaan PEPERA dengan cara safti-orang-sati-suara; -----n-w--- -

Dahwia Resclust Mejeils Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2504 (XXIV)
perihal “Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda tentang West
MNew Guinea (West Irian)” hanya mencatat telah terselenggaranya PEPERA tanpa
mengindikasikan apakah referendum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Resolusi 1514 dan 1541 (XV) | ~--mrmmemmom oo eas

Bahwa berdasarkan ha! yang disebutkan diatas demikian maka pembentukan Undang-
Undang Republik Indonesis Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Ctonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat terjadi
pertentangan  hak-hak konstitusional rakyat Papua terhacap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia (UUD 1945) j--ssmmmevemmormcmmmscomeeoen e e

Bahwa :idak dilaksanakan amanat pasal 28 E ayat (23 UUD 1945 menurut Pemerintah
Indonesia dikarenakan oleh tiga alasan: (1) keprimitifan penduduk untuk dapat
melakukan pemilihan secara demokratis menurut praktek modern; (2) kesulitan
transportasi; dan (3) faktor-faktor geografis. Namun jauh sebelumnya pemilihan badan
pengurus gereja-gereja dan keanggotaan New Guinea Raad dilakukan melalui cara-cara
demckratis, Selain itu, hanya 2 tahun sesudah PEPERA, yaitu pada tahun 1971,
pemerintah Indonesia dengan mudah dapat melaksanakan Pemilihan Umum di Papua
Bural dengun mclibatkah pria dan wanita dewdsa mnenurut prakik pasal 78 £ ayat (2)

Bahwa Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Sefiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan
) T T it
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13) Bahwa Sumule, Sombuk dan Warinussy melaksanakan riset pada tahun 2000 tentang
pelaksanaan PEPERA. di  Kabupaten Manokwari, membuktikan dengan teliti
pertentangan terhadap pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 sebagaj berikit----moms-mreonomnas

A). Sebelum Pelaksanaan PEFERA

" PEPERA didasarkan pada }E’efsetujuan New York. Namun Persetujuan New York i
sendiri memiliki cacat yang sangat serfus. Tidak pernah ada konsultasi dan
keterlibatan wakil-wakil resmi bangsa Papua dalam proses pembicaraan dan
penetapan persetujuan tersebut. Juga, fidak pernah dilakukan konsultasi dengan
badan-badan yang telah lama/sudab lebih dahulu berada di Papua — dan karenanya
memahami dengan baik aspirasi rakyat di tanah ini. Seolah-olah pada saat itu tidak
ada institusi di tanah Papua yang dapat dizjak bicara mengenai hal-hal yang ingin
dicapai oleh’ Republik Indonesia dan Belanda yang bersengketa. radahal, setidak-
tidaknya telah ada berbagai denominasi gereja yang memiliki hubungan langsung
dengan orang Papua dan tersebar sampai ke pelosok-pelosck. Institusi seperti ini
ientu jauh lebih mengetahuj situasi dan aspirasi masyarakat ketimbang para politisi
vang tinggal di Jakarta, Den Haag dan New York.

Gereja Kristen Injili di Irian Jaya (GKI-sebutannya sekarang, misalnya, telan
rerbentuk secara resnii pads tabun tanggal 26 Oktober 1956; kurang lebih 5 tahun
sebelum penandantangan New Yerk Agreement. GKI adalah hasil pelayanan misi
UZV vang telah berada di tanah Papua sejak tahun 1855. Gubemur Irian waktu itu,
Dr. J. Van Baal, mengemukakan berikut ini dalam sebuab suratnya menyambut
terbentuknya GKI sebagai gereja mandiri yang dipimpin oleh putra-putra pribumi
Papue ... zending adaiah lembapa pertama yang lelah secara intensif melibatkan
diri dengan Irian dan sekarang pun merupakan instansi pertama yang telah

membangun organisasi sendiri di bawah piinpinan oribumi.” (Kamma 1994, halaman
518; garis bawah oleh Tim Penulis).

Lebih jaulk Kamma (1994) menjelaskan bahwa sesual laporan Pendeta Rumainum,
Ketua Sinode GKI yang pertama, pada szat itu GKI telah memiliki lebih dari
130.000 orang anggota yang tersebar dalam 580 jemaat dan calon jemaat. Ini belum
termasuk badan-badan gereja lain seperti Gereja Katolik yang memulai
pelayanannya di Merauke pada tabun 1928, The Christian and Missionary Alliance
pada tahun 1938 di daerah Enarotali, Uncvangelized Field Mission pada tahun 1950
di Sengge, the Australian Baptist Missionary Society pada tahun 1956 di Tiom, the
Evangelical Alliance Mission di Manokwari pada tahun 1951, dan Zending
Gerefonneerde Kerken Tanah Merah pada tahun 1956, Masing-masing denominasi
ini memiliki pendeta-pendeta pribumi Papua yang mampu membaca dan menulis dan
karenanya memiliki pehamaman vang cukup tentang apa yang seharusnya dilakukan
agar hak-hak politik orang Papua dapat diekspresikan secara adil dan bermartabat.

Praktek pemilihan majelis jemaat dan unsur-unsur jemaat lainnya dilakukan oleh

anggota jemaat gereja-gereja. Sehingga sejak awal sebagian besar orang Papua
13 | Permohonan Uji Materi Undong — Undarg Moror 12 Tahur 2869 tentang Pembent ikan Propins
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sesungguhnya sudah mengerti dengan baik prinsip-prinsip demokrasi modemn yang
juga adalah prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Persetdjuan New York.

Tidak ada satu bukti sejarzh pun yang menunjukkan bahwa gereja-gergja teisebut di
atas pernzh diajak bicara oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sungguh-
sungguh - suatu ironi dan tidak bisa diteruna cleh akal schat. Bangsa Papua yang
dipersengkatakan justru tidak dilibatken di dalam semua perundmgan dan pe-
ngambilan keputusan mengenai nasib mereka sendiri.

B). Pelaksanaan PEPERA

Persetijuan New York Pasal XVIII ayat d mengemukakan bahwa, “Hak pilih semua
orang dewasa, pria dan wanita, bukan warga negara asing yang merupakan penduduk
pada waktu penandatanganan Persetujuan dan pada waktu pelaksanaan penentuan
nasib sendiri, untuk ikut serta dalam penentuan nasib sendixd, termasuk penduduk itu
untuk bertempat tinggal lagi setelah berakhimya Pemerintih Belanda”. Dalam
praktek intemnasional hal ini dikenal dengan istilah one-man-one-vote (satu suara
untuk setiap orang dewasa). Yang terjadi di tanah Papua sama sekali lain. Hak untuk
menentukan nasib sendiri itu dilakukan bukan oleh tiap orang dewasa, tetap oleh
suatu badan yang disebut Dewan Musyawarah Penentuan FPendapat Rekyat
(PEPERA). Badan ini- bukaniah beniuksn bangsa Papua, ietap: dibeniuk oleh
pemerintah indonesia.

Ada tiga argumentasi yang biasa dikemukakan oleh pemerintah Indoresia untuk
membenarkan cara penggunaan Dewan seperti itu. Pertama, karena musyawarah
adalah cara yang lazim dalam pengambiian keputusan di Indonesia. Yang kedua,
karena sebagisn besar rakyat Papua masih primitif dan tidak bisa memahami apa itu
hak penentuan nasib sendiri/penentuan pendapat rakyat. Dan, ketiga, alasan kesulitan
keterpencilan wilayah.

Alasan-zlasan yang dikemukakan tersebut jelas tidak masuk akal, karena ternyata
dilanggar sendiri oleh pemerintah Indonesia pada saat Pemilu tahun 1971 -hanya 2
(dua) tahun sesudah PEPERA dilaksanakan. Pada Pemilu tahun 1971 semua orang
dewasa Papua dilibatkan dengan cara one-man-one-vote. Mungkinkah hanya daiam
waktu dua tahun sesudah PEPERA 1969 rakyat Papua berubah dari primitif menjadi
modern (kalau memang mereka primitif) dan semua keterisolasian wilayah sudah
dapat ditembus?

Urainn di atas menupbuldon Fahvea sgjuk awal memeng Gdak ada ot btk
pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada Bangsa Papua
melaksanakan hak penentuan pendapat secara bebas sebagaimana yang diatur dalam
New York Agreement. Masih ada yang lain, dan hal itu akan dibahas dalam sub-bab

berikut.
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C). Sesudah/Pasca Pelaksansan PEPERA

Hasil-hasil PEPERA dibawa oleh utusan Sekjen PBB, Mr. Ortiz Sanz. Dalam
laporannya utusan Sekjen PBB ini mengatakan balwa (Henderson, 1973 halaman
239) “... the [indonesian] Administration exercised ot all-times « tight politicai
conirol over the populetion ..” yang dapat diterjernahkan sebagai berikut: ...
Pemerintah Indonesia, sepanjang waktu, selalu secara ketat mengontrol orang Papua’
secara politik ...-”. Tetapi, fakta ini tidak dipérsoalkan cleh hamipir semua anggnta
PBB. '

Pada tanggal 19 November 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi suatu resolusi -
yang disponsori oleh- Belgia, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Belanda dan
Thailand yang mengesahkan hasil PEPERA yang tidak adil itu. Menurut Henderson |
(1973), 84 negara anggote PBB menyatakan setujy, dan 30 negara abstain. Tidak ada
veng tidak setuju. Mungkin ke-30 negara tersebut ingin menyampaikan pesan
politik bahwa PEPERA di Papua Barat sesungguhnya tidak berlangsung dengain
sebenarnya. Tetapi, Henderson (1973) iebih lanjut mengemukakan, bahwa jelas para
negara-negara itu ingin melupakan masalah Papua Barat —walaupun itu berari
bahwa, hak-hak scbuah bangsa yang diciptakan oleh Tuhan telah diingkari oleh
seluruh masyarakat dunia. ‘

Sexaranglal saainyz pemenntan Indonesia, MPR dan DPR-RI, bahkan selurvh
rakvat Indonesia menyadari apa sebenamnya yang telah terjadi pada PEPERA di
waktu laiu. Bahkan, negara-negara yang pemerintahannya wakw itu mendukung
pengesahan hasil PEPERA oleh Majelis Umum PBB pun harus mengambil tanggung
jawab. Sekaranglah saatnya untuk mejuruskan sejarah dan memberikan kesempatan
vang sebenar-benarnya bagi rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri
sebagaimana yang diatur dalarn New York Agreement izhun 1961,

‘Tulisan ini dibuat sesuaj dengan fakta di Kabupaten Manokwari. Keadaan yang sama
Jjuga terjadi di seluruh Papua (L.ihat Hasil Sidang Komisi Pelurusan Sejarah, Kongres
I{ Papua Barat 2000, yang dimuat dalam buku ini). Kami mengundang pihak mana
saja untuk datang ke Manokwari, bahkan ke seluruh tanah Papua, untuk mengecek
sendiri apakah yang kami sampaikan dalam tulisan ini hanyalah hayalan dan isapan
jempol semata, atau yang sebenar-benarnya telzh terjadi. Pembaca ckan menemukan
keadaan yang sama, bahkan lebih lagi dari itu, karena tulisan ini terlalu singkat untuk
memuat semua pelanggaran HAM yang terjadi pada crang Papua hanya karena
mereka ingin menentukan nasibnya sendiri.

14} Bahwa berdasarkan hal demikian maka Frasa : “Bahwa sebagai tindak lanjut dari
hasil Penentuan Pendapat rakyat yang menetapkan Irian Barat Tetap merupakan
bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia...”, adalah suatu pertentangan

terhadap Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945;

15 ! Permohonan Uji Materi Undang — Undang Nomai 12 Tahun 1568 tentang Pembentukan Propinsi
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16),

17).

18).

19).

20).

Apmanaa v

Bahwa pasal 28 [ ayat ({) menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, “hak untuk kemerdekaan pikiran dan bati nurani”, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakw scbagai pribadi dihadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut ates dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yong tdak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;---------=----m-msmemmmm o e e “-

Bahwa pada bulan Jull sumpal Agustus 1969 selama delapan (8) hari yang berbeda
ditaksanakan serangkaian kegiatan yang disebut dengan Penentuan Pendapat Rakyat
(PEPERA} dalam bahasa Indonesia, atau “The Act of Free Cnoice” dalam bahasa
inggris. PEPERA vang pertama dimulai di Merauke pada tanggal 14 Juli 1969, di
Yayawiaya pada 16 Juli 1969, di Paniai 19 Juli 1969, di Fakfak 23 Juli 1969, gt Sorong
26 Juli 1969, di Manokwari 29 Juii 1969, di Teluk Cenderawasih (Biak-Yapen
Waropen) 31 Juli 1969, dan terakhir di Jayapura 2 Agustus 1969;----r---mmmmmmrmmmemmeeene

Banwa pelaksanaan PEPERA sebagaimana disebutkan diatas ditkuti oleh peserta yang
tergabung dalam Dewan Musyawarzh PEPERA (DMP) sebanyak 1025 orang, masing-
masing di Merauke 177 orang, di Kabupaten Jayawijaya 174 Orang, di Kabupaten
Paniai 176 Orang, di Kabupaten Fakfak 74 Orang, di Kabupaten Sorong 109 Orang, di
Kabupaten Manokwari 75 QOrang, di Teluk Cenderawasih (Biak dan Serui) 131 Orang,
dan di Jayapura 110 Orang; «-ssmsesesmmmsmmm oo oo oo

Bahwa faktanya sebanyak 1025 orang tersebut menjelang pelaksanaan PEPERA
sebelumnya telah dipilih secara rahasia dari tokoh-tokoh masyarakat Papua, organisas:
masa, partai politik dan dikarantina, didokirin yang disertai intimidasi oleh pihak
militer pemerintah Republik Indonesia untuk memilih ikut Republik Indonesia:----------

Bahwa sebanyak 32 orang warga sipil di Kabupaten Manokwari yang diduga akan
melakukan protes terhadap pelaksanaan PEPERA kemudian ditangkap dan mengalami
pembunuhan kilat sehart sebetum PEPERA; ----eevercmmmmmm oo

Keterhibatan pihak militer Republik Indonesia dalam pelaksanaan PEPERA sangat
dominan, militer bahkan terlibat dalam pengaturan pelaksanaan PEPERA. Misalnya,
Surat Rahasia Komandan Korem 172, Kolonel Blego Soemarto, No.: R-24/1969,

Permohonan Uji Materi Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Pembentukan Propinsi
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Do Pengzmansn PEPERA, unggrl 8 Wisi
Merauke selilou Anggota Musplda Habupaten Merauka
menyatakan, “... Apabila pada masa no

: tan Kepada Bupad

2. 31 surat tersebut antara lain

oling tersebut diperlukan adanya penggantian
1

- A TYENATT p rave A5 S sat
anggota DEMT JS_. penggantiannya stpaya dilakukan jevh sebe .hzra QLUS‘"‘[ AWARAH
PEPERA. Apabila alasan-glocan cenmes waiar bl "

WA apablla alasan-aiasan secars walar untuk penggantian udak diperoleh,
a LTS R - o 5] [ : i
sedang @i Join pibek danggap mutsk bahwa angoota i perin chgar ti karena akan

membahayakan kemenangan PEPERA, harus beranj mengambil cara yang tidak wajar
untuk menyingkirken anggoeta yang ou,aaﬁg utan dari persidangan PEPERA sebelum
dimuiainya sidang DEMUS PEPERA." Dibagian lain surat tersebut, ¥omandan Kovermn
172 menginstruksikan, bahwa ° Sebacal xesimpulan dari surat saya ini adalah bahwa
PEPERA secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar ateu secara tidak
wajar.” Mengingat bahwa wilayah kerja Komandan Korem 172 termasuk pula
kabvpatenmaoupa‘un Ja},apura dan Tayawijaya, maka paiut diduga keras surat rahasia
yang isinya kurang lebih sama juga dikirimkan ke bupati-bupati yang laing ----e-eme-eemm

Bahwa sebagal zkibat darl adanya implementasi Undang—Undang 12 Tahun 1968
ientang Pembepnikan Propins! Ctonorn di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barai vang tidak benar tersebut, situasi kehiduran masyarakat
di Pzpua, khasusnya orang-crang usii Papua, terus berada dalam suasana yang tidak
merdeka, tidak sejabtera, rdm adii dan tidak makmur secagaimana dicita-citakan di
calom Pembukaan Undang-ndang Desar Negara Republik Indonesia tahun 1943
rentang Kenierdelannbag: sai-ul rakyat Indonesia. Keuu aon ind secara eksplisit diakui
dalam horuf () **'mla** g bane Jarl UU Ne. 21 Tahua 2061 ientang Otoncad
Whens o begl  Poovinst Foova o ving sx:ezlyanakan “.o.babwa  penyelenggavean
cemerintshan dan pelaksanacu perabangunan di Provinsi Papua selama ini belum
spenunnya memennii rasa Seadiian, belum sepenubaya memungkinkan tercapainya
f~t-3f:§a}:iega..m rakyat, belan openulnys mendukung terwujndnya pe.zf;gakcm huk ams,

can beloms sepenuhiys mencmpakbian renghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
Trecvingt Papaa, khususeza o syarakat Papua”  Lebih dart 10 tabhun p‘.»sl)’bﬁiﬁéigrlid:.l,.l'l
wtoromt Khusus df Proviosi Panes soasin belum mementihi rasa keadilan orang-orang
Copua sebagaimanz yang diar oncthan cleh UU No, 21 Tahun 2001, khususnya kareaa
hingga saat ini belum perrah dilakukan upaya-upaya klarifikasi sejarah Papue
sebagaimana diwajivkan clen UU Nemor 21 Tahun 2001 tentang Gtonomt Khusus,
Pasal 46 ayat (1) vang berbunyi “Jolam rangka permaniapan persatuan dan kesciuan
bangsa di Propinsi Papus dilenich Rendsi Bebenaran dan Jekousiliasi” dan ayat (2)
vang berbunyi . Tuges Soinisi kebenarai dan refonsiliasi sebagaimana dimaksud
ayat (I} adalah: (u) Bleflvkukan Glarifikesi sefaraft Papra untalk pemantapoain
persgiuan dan kesatuos hangeq defam Negara Kesatnan Rzpublik Indonesia; dar
{b). Merumushan dan mereiavkan lenghaii-langkeh rekorsiliasi”

o

Bahwa Para PEMOHOI barkeg er1 balvwa Implementasi Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1969 tentang ; !-zz:-‘;é‘.-f—r-mu}ta Propinst Otonom di Trian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Prepnsi Trian Parat telah mengakui keputusan Dewan
Musydwara PENEnIUCH UENCGELET FARVED (PEPRRA) vang fdak perdasarkan hukum
nasional dan Internasional mats ha! ersebut telah m n] :di sumber segela ketidakadilan
vang diderita oleh crang-crang ast Papua hingga saat 111j----——mveemsmmrrmn o s oo

Bahwa akibat dari terlanggaraya hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Papua ketika
PEPERA, aspirasx rakyat Paprza ierus :gzasi}?- ierus pergelal menjadi akar konflik d

hutang sejarah yang berkepanjzngan pasca indegrasi hingga saat ini, koafik yang tujack
Knva p::zzbunuhmz diluar hukum, penyiksaan,
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Bahvia mecyeralat Pepua yeug ada ¢ fuer negerd, vang pada saat penandatanganan
New York Agreememt adalah pe“lducu Papua, tidak diberikan kesempatan untuk ikut
serta dalam penentuan nasib sendir] I mememm s e

Bahwa dengan upaya menghilar “hak dan kemerdekeaan pikiran dan hati nurani”
Orang Asi Papua (OAP) telab mergﬁ ibatkan pertentangan vang fimbul dari adanya
Penjslasan frasa pade paragral 7 szmpal dengan & dari Undang-Undang Repuu_‘-‘
Indonesia Tlomoer i2 Tahun 1969 tentang Pemuventukan Propinst Ctonem irian Barat
dan Kabupaten-Fabupaten Gtonom Di Propinsi Iriair Barat;.-~-~r-mweewmeemesmmmon- e
Bahwa dinaruskan adanya pricsip internasional dalam kemerdekaan pikivan dan hati
nurani bagl penduduk Papua dalam pelaksanaan des of Frez Choice sesungguboiya
meiunakan penghet m'ﬂ' terhaden sehuall bangse ras Melunzsia yang hidup i Tdian
Bavat wear 70 el i folbdh dakalu weinh .'iiteoaskan oleh Dis i Hatta (mantan Waks)
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hienyatakan Froza Penjelasan Unmum Paragraf 7 sampai § Undang Undang Nomor 12
Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinst Oton cm irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom Di Propiesi [tian Baar Fang ¢ cerbunyi @ ... Peneniuaz Pendapat
wigyat Ui Irian Barat .\Aa of Free Theieey yang dilakukan melstul Dewan
Ausyawusrabk Penentuun I :*ap f‘:g yat se;ﬁagai mznifesiasi aspirasi ra'kyat
felah terlakisans dan hasi Es‘}a menunjuian dengan posiaf bahws rakyat i I
‘ ! ?«emaamf;ma yang ’zenehs rzsa lesatusn ¢ap rasa
persatuanys der gan akyat Daeraii—daerzh lainuya di Wilayah Negara Kesatuan.
Remabiik Indopesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah
nentukan dengan muilak bahwa wilayah Irian B?l‘af adalah bagien dari

iayah Negara Kesatnan Republil Indonesia.
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Keputusain Dewan Masvawarah Penentusn Pendapat Rakyat tersebut adalah sah
dan finaf #Hdak dapat diganggu-gugat lagi oleh pibak manapun®, adalah
avat

Bertentangan d':zgan_ Pasal 28 T avat (1) UUD 1945 schingga tidak mempunyai
Lekuatan bukum yeng tetap dan mengikat;

4} Menyatakan maieri tentang hasil PEPERA sehas gaimana dimoat dalam Undang-
Usdang Nesuier 12 Tahun 1949 tentiry Pembentukun rropmm Ctonom & frian Sarm
G '\ubl"& cit-t.abupaten (*zouom 3 Prepinsi lnan Parat tidak lagh memmarvai
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